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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis maka penulis memperoleh kesimpulan  yakni 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan 

wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat 

dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan 

potensi perekonomian. Program pemberdayaan masyarakat  dimaksudkan untuk 

memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha 

tanpa bunga melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat. 

Secara umum pinjaman macet/menunggak terjadi akibat faktor internal dan 

faktor eksternal, yaitu:  

1. Faktor Internal 

a. Kurangnya Pengawasan 

b. Kurangnya Kemampuan dan Ketelitian dalam Melakukan Analisis   

Permintaan Pinjaman 

c. Kurangnya Komunikasi antara LPM dan Penerima Dana PEM 

2. Faktor Eksternal 

a. Kondisi Ekonomi Penerima Dana yang Tidak Menentu 

b. Kurangnya Pengembangan Usaha Masyarakat 

c. Pengembalian Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian 
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Adapun beberapa faktor penyebab semakin rendahnya partisipasi masyarakat 

berkaitan dengan dana PEM sebagai berikut : 

1. Kurangnya Sosialisasi 

2. Tidak Tepat Sasaran 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak LPM disetiap kelurahan di Kota Kupang agar memperkuat 

tahapan perencanaan dengan tentang kelayakan permintaan pinjaman. 

Selain itu pada tahap pelaksanaan pihak LPM juga harus memberikan 

sosialisasi dan arahan kepada penerima dana, dan memberikan sanksi yang 

tegas kepada pihak penerima yang menunggak agar dapat memberikan efek 

jera. LPM juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan secara baik 

kepada penerima dana PEM agar dana yang telah diterima dapat diawasi 

pengelolaan dan peruntukannya oleh penerima dana PEM. 

2. Bagi Pemerintah Kota Kupang khususnya Kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang agar dapat meningkatkan 

pengawasan dan memberikan kebijakan yang lebih mendalam terkait 

dengan dana PEM terutama bagi penerima yang masih menunggak serta 

memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dalam mengelola dana PEM ditingkat kelurahan dan memberikan pelatihan 

terkait berwirausaha kepada pihak penerima dana PEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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